
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Mengingat

i

GUBERNUR BANTEN

TATA CARA EENGELOLAAN PENGADUAN KASUS 
PENCEMARAN DAN AT AU PERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR: 19 tabun 2005

Menimbango a. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 
terhadap lingkungan bidup yang balk dan seh.at, menuntut 
tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menangani 
berbagai pengadtian Pasus pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan bidup;

b. bahwa berdasarkan perdrnbangan sebagaima-ia dimaksud 
pa da huruf a di atus, perlu mengatur Tata Cara 
Pengelclaan Pengadnan Uasus Pencemaran dan atau 
Perusakan Eingkiingai! Kidup di Provinsi Banten dengan 
Pe ra t u ra n G u be rn u r.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
IQ1)/ teniang Pcngelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik indonesici Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambaiian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelcsaian 
Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3872);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembarah 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010);

T Podang^n^pg ^pppblik h]c|Qn^iq ^pmpr 10 T^iun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);



(■).

9.

\4enip-)erhatikan :

5. Unflang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2(10-1 tentang Pemeriutahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia I'abun 2()()-l Nomor 125, Tambah.-.n 
Lembaran Negara Renublik Indo^es;? .Wnnor 4437);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tabun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor TL3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3982);

Peraturan I'emerintah Republik Indonesia Nomor 105 
laiam zl.’OO tentang Pengeloiaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4022'j;

10. Peiaturan Pemermlah Republik Indonesia Nomor 108 
lahim 2000 tenrang lata Lam Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomoi 209, I ambo nan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027);

i 1. Peraturan Daerah Proemsi Banten Nomor 25 'Tahun 2002 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
badan I-engendaliar, Dampak L/r.gkungan Provinsi Banten 
(Lembaran Daerah Provinsi Banten T ahun 2002 Nomor 26 
Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 
tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran 
Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 79 Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 
Nomor 80 Seri E).

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan 
Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan 
Hidup;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

7

5.

PENGELOLAAN
DAN

Pasal1

Da lain Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adaiah Provinsi Banten.

Pemerintah Daerah adaiah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adaiah Gubernur Banten.
4. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan 

hidup adaiah upaya terpadu untuk rnenerima, menelaah, mengklarifikasi, 
memveritikasi dan menindaklanjuti liasi! verifikasi.
Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adaiah 
pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan 
atau perusakan lingkungan hidup.

6. Pencemaran lingkungan hidup adaiah masuknva atau dimasukannya makhluk 
hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya.

7. Perusakan lingkungan hidup adaiah tindi^kan yang rnenimbulkan perubahan 
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang 
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 
pembangunan berkelanjutan.

8. Verifikasi adaiah serangkaian kegiatan yang me.l.iputi pemeriksaan kebenaran 
pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan 
hidup, perkiraan jenis dan besaran kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan 
atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta 
pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan 
lingkungan hidup.

9. Unit kerja pengelolaan pengaduan adaiah unit kerja di instansi penerima 
pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

10. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
adaiah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Banten, dan instansi 
pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

II. Instansi yang berwenang adaiah instansi yang berwenang memberikan 
keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 660.1/Kep.267- 
Huk/2004 ten tang Pcmbentukan Lembaga Penyedia Jasa 
Pelayanan Penyclcsaian Scngketa Lingkungan I lidup di 
Luar Pengadilan (LPJP2SLI I) Provinsi Banten.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA 
CARA PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS 
PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN.



upaya vang dilakukan dalam rangka mendorong,

ad ministrasi.

i i. i'embinaan teknis adalah i 
nicmpcrbaiki dan mcmtasiiitasi pcnanggungjawab usaha dan atau kcoatan 
menuenai hai hai teknis vanu tidaK ciipcnuhi.

12. (Jiang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan 
hukum.

13. Pelanggaran administralif adalah pcrbualan yang dilakukanoleh 
penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan

Pasal 3
11) Daiam hai pengaduan disampaikan secara terfulis, maka pengadu wajib 

niemberikan intormasi sekurang-kiirangnvd mengenai :
a. identiras peiapor;

o. perkiraan sumber nenceniaran dan atau ncrusakan lingkungan hidup;
c. aiat bukti vang disampaikan;
c. lokasi teriadinva pencemaran dan atau perusakan iingkungan hidup;
l. wakru diketahuim a pencemaran uan atau perusakan im^kuii.^an hidup;
:. r/rc?; a rn-px u n e a n vane ter k v ii a d a m p a a.

!_) L’aiam nai pengaduan disampaikan sccara usan maka pihak vane menerima 
PuCtpaGuan senagarmana umnaksim uaian; i/asa; - aval (2) hurui b dan c. waiib 
mencatat denean mengisi lormunr ueneauuan i..asus pencemaran dan aiau 
.-x -d.akan nngnungan niGup i-cpaeaimana .ercamum daiam Lampiran 
1 • ! <» U I I <11| kill I M I’llH' Hll

'• ■' 1 •-kmdu sebagaimana minansuci ctaiam I’asai _ aval hurui b dan c, paling 
mma t dmun; hari sereian cmerimanya pengaduan, wajib menugaskan uni: 
kerja pengeiolaan pengaduan untuk :
a. mencatat pengaduan daiam buku pengaduan;
u . melakukan telaahan dan klaritikasi pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari 

sejak diterimanya penugasan.

k Pas a I 2

(i) Setiap orang vang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat 
teriadinva pencemaran dan atau perusakan Iingkungan hidup dapar 
menvampaikan pengaduannva secara tertulis dan lisan.

(_) i engaduan sebagaimana dimaksu.o jaajda a vat f j j d.apet d^sampaikah kepada ;
a. Kcpaia Dcsa. Lurah atau Camar setempat; .

nupati/ vvaiikota atau Kepaia instansi Pemerintah \*ang bertanggungjawab 
.11 biuang iingkungan hiciup r>.abupaten./Kota, bagi pengaduan kasus 
pencemaran dan atau perusakan iingkungan nidup vans iokasi dan atau 
dampaknva berada di suatu Kabupaten/'Kota;

c. Cubernur atau.Kepaia Instansi Pemerinrah xran.u bertanggungjawab di 
pmang_ pengeioiaan iingkungan hidup Provinsi yang iokasi dan atau 
dampaknva iintas Kabupaten/Kota.

(3) Kepaia uesa, Lurah atau warnat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurui" a, 
seteiah menerima pengaduan paling lama ,■ (tujuh) hari segera meneruskan 
kepaaa bupati atau Kepaia Instansi vang bertanggungjawab di bidang 
pengeioiaan iingkungan hidup Kabupaten/ Kota.



Pasal 6

Dalam melakukan verifikasi, liin veniikasi ciapat meminta keterangan atau 
keterlibatan di lapangan dari pihak pengadn dan atau pihak yang diadukan 
terhadap kasus pencernaran dan atau perusakan Hngkun.gan hidup.

Pasal5
(1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi paling lama 14 (empat 
bolas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selesai paling lama 30 
(tiga pul uh) hari.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi 
belum selesai maka dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pejabat dari Instansi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c yang 
keanggotaannya berasal dari staf teknis yang ada pada Instansi pengelola 
Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, pakar 
terkait atau pihak Iain yang dianggap periu.

Pasal4

Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan 
atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada Instansi 
teknis vang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal7

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang 
disampaikan :
a. bukan merupakan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan 

hidup;
b. telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan 

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya 

pencemaran dan atau perusakan Iingku.ngav’ hidup;
d. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l.V Tim 
Verifikasi m-engusulkan rekomen-dasi ppnanganan :
a. bukan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka 

seeera diteruskan kepadd instansi teknis vang membidangi usaha dan atau 
Keinaran vane bersanekutan;

b. telah teriadi oelaneearan administratif. tetani tidak mengakibatkan 
teriadinva pencemaran dan atau perusakan iinekunean hidup. maka periu 
dilakukan pembinaan teknis kineria peneendalian pencemaran dan atau 
perusakan linekunean hidup oleh unit teknis vane berwenane melakukan 
pembinaan teknis kineria peneendaiian pencemaran dan atau perusakan 
iinekunean hidup;



/

?asa) 8

(1) Pejabat yang memberikan tugas veriiikasi paling lama 7 (tujuh hari) setelah 
diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib

Pa sal 10

Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan 
hidup dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang 
terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 11

(1) Setiap pengadu dapat mengajukan keberatan apabila yang bersangkutan 
merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh Pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.

segera mengambil Kepuuisan diterima dan ditolaknya usulan rekomendasi.
(2) Apabila Pejabat yang memberikan tugas x^erifikasi menerima usulan 

rekomendasi Tim Verifikasi, maka Pejabat yang bersangkutan paling lama 
14 (empat belas) hari wajib segera menkidaklaiijuti sesuai dengan hasil 
verifikasi.

c. telah terj-adi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dijatuhkan 
tindakan administratife dan dilakukan pembinaan teknis kinerja 
pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh 
Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup atau instansi yang berwenang;

d. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang 
mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk . 
memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup baik melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan;

e. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan 
ditemukan bukti-bukti awal terjadinya Hndak pidana, maka perlu 
dilakukan langkah pencgakkan hukum pidana oleh penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Ncgeri Stpx< 
Lingkungan Hidup yang berwe^^r.g.

(3) Usui rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Pejabat yairg memberi tugas verifikasi paling lama 7 
(tujuh) hari setelah selcsai dilaksanakannya verifikasi.

Pasal 9

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 8 menolak usul 
rekomendasi vang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka Pejabat yang 
bersangkutan segera memberikan arahan tidak lanjui. penanganan kasus kepada 
Tim Verifikasi.



kasus pcncemaran dan

D. MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 20 
SERI: E

Oiletapkan di Sera ng 
pada langgal 21 Juli 200$

GUBERNUR BANTEN,

Diundangkan di Serang 
pada tanggal 25 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

CHAERON MUCHSIN

Pasal 12

Biava untuk melakukan kegiatan pengelolaan pcngaduan 
atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan olch :
1. Bupati/Walikota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(/\PBI?) Kabupaten/Kota masing-masing, dan atau somber dana lain yang - 
tidak mengikat sesuai dengan Peraturan f’erundang-undangan;

2. Gubemur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi Banten/dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan 
Pera turan Pen i nd a ng-undang;*u i.

Pass!J 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal dkrndangkan.
Agar setiap orang mengetahvinva, mcmerinla;iP..;m pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatanm/a dalam 1 .emha.mn Daerah Provinsi Banten.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada :
a. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, apabila kasus tersebut 
menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah 
vang bertanggungjawab di bidang pengelolaari lingkungan hidup 
Ka b u pa te n / Ko ta;

b. Mentor? Negara Lingkungan I lidup, apabila kasus tersebut menjadi 
kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang 
bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
Kabupaten/Kota, Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang 
bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.



tanggal

II.

O'

I
IV.

FORMULIR PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU 
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN

 Bulan  tahun  
yang bertanda tangan di baw.ah ini :

e.
f.

Pada hari ini 
pukul

I.

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/ Kota

h. Provinsi

Lampiran Peraturan Gubernur Banten
Nomor
Tanggal
Ten tang

ena Danipak
(YA/TIDAK)
(YA/T1DAK)
(YA/TIDAK)
(YA/TIDAK)
(YA/TIDAK)
(YA/TIDAK)
(YA/TIDAK)
(YA/TIDAK)
(YA/TIDAK)

Media Lingkungan yang K-
a. Air tanah/sumur
b. Ta na li /1 a ha n / li u ta n
c. Desa/ Kelurahan
d. Sungai

Danau
Rawa

g. Tambak
h. Pesisir/Muara/Laut
i. Dan lain-lain

WIB, di

Identitas Pelapor
b. Nania 
c. Al a mat 
d. Desa/ Kelurahan 

e. Kecamatan 
f. Kabupaten/ Kota 
g. Provinsi

Identitas Penerima Laporan
a. Naina 
b. Alamat Kantor 
c. Jabatan 

III. "Peikiraaii Sumber Pencemar/Perusakan Lingkungan
a. Sumber : 
b. Jenis Kegiatan : 
c. Alania t : 

 

 

d. Telepon/Fax : 
e.
f.

19 Tahun 200 5
21 Juli 2005
Tata Cara Pengelolaaii rengaduaii Kasus renceniaran dan atau
Perusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten 



V.

VI.

c.

a.

Waktu diketahuinya penc.emaran dan atau perusakan lingkungan :c.

e.

Sevang, 

Pelapor,Penerima Laporan,

)( )( 

JBANTEN,GUBERN

D. MUNANDAR

la ngg.il 
tanggal 
tanggal 
tanggal 
tanggal

bulan 
bul an 
bulan 
bulan 
bulan 

tabun.
tabun.
tabun.
tahun.
tabun.

b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya . 
pencemaran dan atau perusakan lingkungan :

Alat Bukti yang disampaikan :
a
b
Sava sudah pernab lapor hal ini ke instansi
a. Desa/Kcluraban 
b. Kccamatan 

Kabupaten/Kota 

d. Provinsi 
e. Lain-lain 

VI1. Uraian singkat masalab
Lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan :

d. Dampak yang dirasakan media lingkungan akibat pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan  
Dampak yang dirasakan masyarakat akibat pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan ..........................................


